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ABSTRAK

ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN PENIPUAN
DAN PENGGELAPAN DENGAN PELAKU MENGGUNAKAN
IDENTITAS PALSU MELALUI MEDIA SOSIAL
(Studi Kasus di Polres Salatiga Jawa Tengah )

Oleh
ARIF MUNANDAR

Kejahatan penipuan dan penggelapan dengan pelaku menggunakan identitas palsu
di polres Salatiga dari Tahun 2016-2018 terdapat 413 kasus. Berdasarkan hal
tersebut penulis membuat skripsi dengan judul Analisis Kriminologis Terhadap
Kejahatan Penipuan dan Penggelapan Dengan Pelaku Menggunakan Identitas
Palsu Melalui Media Sosial.. Permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah
faktor penyebab terjadinya kejahatan penipuan dan penggelapan dengan pelaku
menggunakan identitas palsu melalui media sosial, bagaimanakah upaya
penanggulangan kejahatan penipuan dan penggelapan terhadap pelaku
menggunakan identitas palsu melalui media sosial.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis
empiris. Narasumber penelitian ini terdiri dari Satreskrim Kepolisian Polres
Salatiga, Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung dan
Pelaku. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan,
selanjutnya data dianalisis secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan menunjukan ada beberapa faktor
penyebab terjadinya penipuan dan penggelapan dengan pelaku menggunakan
identitas palsu melalui media sosial diantaranya factor intern yaitu faktor
pendidikan dan coba-coba dari dalam diri pelaku dan faktor ekstern yaitu faktor
ekonomi, faktor lingkungan, faktor perkembangan global dan faktor penegakan
hukum. Ada beberapa cara penanggulangan yang dapat dilakukan dengan upaya
penanggulangan secara pre-emtif yaitu dengan menyediakan lapangan pekerjaan.
Upaya preventif atau tindakan yang diambil untuk mencegah terjadinya penipuan
dan penggelapan dengan mengadakan penyuluhan hukum, pencegahan,
pendekatan, program berteman, media sosial dan dor to dor system. Selain upaya
preventif ada pula upaya represif yang harus dilakukan aparat penegak hukum



Arif Munandar
yaitu dengan menjatuhkan hukuman yang setimpal terhadap pelaku pernipuan dan
penggelapan sesuai dengan Pasal 378 dan Pasal 372 KUHP yaitu maksimal 4
tahun penjara.

Saran dalam penelitian ini adalah masyarakat disarankan meningkatkan
kewaspadaan kepada siapa pun dengan tidak mudah percaya pada segala macam
bujuk rayu atau bentuk ajakan kerjasama atau apapun itu, mengingat kejahatan
penipuan dan penggelapan kerap kali terjadi, Pihak Kepolisian disarankan lebih
giat melakukan penyuluhan kepada masyarakat untuk meningkatkan
kewaspadaannya kepada orang-orang sekitar agar tidak mudah menjadi korban
penipuan dan penggelapan serta menindak tegas segala macam bentuk penipuan
dan penggelapan yang sering kali terjadi.

Kata kunci: Kriminologis, Penipuan dan Penggelapan, Pelaku Palsu.
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum dan
bukan negara atas kekuasaan, maka kedudukan hukum harus ditempatkan di atas
segala-galanya. Setiap perbuatan harus sesuai dengan aturan hukum tanpa kecuali.
Hukum merupakan keseluruhan peraturan tingkah laku yang berlaku dalam suatu
wilayah tertentu dan mengatur kehidupan bersama masyarakat dalam wilayah
tersebut yang dapat dipaksakan keberlakuannya oleh pemerintah dengan cara
penjatuhan suatu sanksi tertentu kepada pelanggarnya. Pelaksanaan hukum dapat
berlangsung secara normal dan damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran
hukum, maka hukum harus ditegakkan. Tingginya tuntutan untuk memenuhi
kebutuhan hidup dan untuk mempertahankan hidup, sebagian masyarakat
akhirnya memilih untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara-cara yang

tidak sesuai dengan norma serta kaidah hukum yang berlaku.

Pembangunan dalam bidang hukum khususnya pembangunan hukum pidana,
tidak hanya mencakup pembangunan yang bersifat struktural, yakni
pembangunan lembaga-lembaga hukum yang bergerak dalam suatu mekanisme,
tetapi harus juga mencakup pembanguan substansial berupa produk-produk yang

merupakan hasil suatu system hukum dalam bentuk peraturan hukum pidana dan



yang bersifat kultural, yakni sikap-sikap dan nilai-nilai yang mempengaruhi

berlakunya sistem hukum.

Fungsi hukum itu sendiri adalah mengatur perilaku manusia agar bertindak sesuai
dengan norma (hukum) vyang Dberlaku. Akan tetapi terkadang terjadi
penyimpangan terhadap norma yang berlaku, sehingga hal ini dapat menimbulkan
permasalahan di bidang hukum dan dapat menyebabkan terganggunya ketertiban
dan ketenteraman dalam kehidupan masyarakat. Salah satu bentuk kejahatan yang

masih sangat banyak terjadi di masyarakat yaitu penipuan dan penggelapan.

Pada umumnya orang mencari nafkah untuk kelangsungan hidupnya dengan cara
yang halal. Akan tetapi tidak jarang terdapat segelintir orang yang mencari nafkah
dengan cara yang tidak benar, cara yang dianggap tercela baik di mata masyarakat
maupun hukum. Tuntutan kehidupan yang semakin hari semakin sulit menjadi
salah satu faktor penyebab mengapa orang melakukan perbuatan tercela ini.
Berbagai cara dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pribadi maupun kelompok
meskipun mereka mengetahui bahwa hal yang mereka lakukan itu merupakan

perbuatan tercela dan dilarang oleh peraturan perundang-undangan.

Salah satu perilaku atau tindakan yang tercela dan tidak sesuai dengan norma
(hukum) yang berlaku adalah penipuan dan penggelapan. Pengertian dari
penipuan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu, berasal dari kata dasar
penipuan yaitu tipu adalah perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong,

palsu, dan sebagainya) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali atau



mencari untung. Sedangkan penipuan adalah proses, perbuatan atau cara menipu.t
Bagi para pelaku penipuan, tindak pidana tersebut tidaklah begitu sulit untuk
dilakukan. Yang perlu dilakukan oleh si penipu hanyalah meyakinkan korban
dengan kata-kata bohong agar korban mengikuti apa kata dan keinginan si pelaku
penipuan. Saat ini banyak terjadi tindak pidana penipuan, bahkan telah berubah
dengan berbagai macam bentuk. Perkembangan ini menunjukkan semakin

tingginya tingkat intelektualitas dari pelaku kejahatan penipuan dan penggelapan.

Nilai-nilai kehidupan masyarakat yang rendah, memiliki peluang tertentu kepada
sebagian masyarakat untuk melakukan suatu tindak pidana yang erat hubungannya
dengan kepercayaan dan harta kekayaan, yaitu tindak pidana penipuan. Tindak
pidana penipuan merupakan salah satu kejahatan yang mempunyai objek terhadap
benda atau barang untuk dimiliki secara pribadi. Penipuan adalah suatu bentuk
obral janji. Sifat umum dari obral janji itu adalah bahwa orang dibuat keliru, dan
oleh karena itu ia rela menyerahkan barang atau uangnya. Kejahatan penipuan itu
termasuk “materieel delict” artinya untuk kesempurnaannya harus terjadi akibat.?

Sebagaimana diatur dalam Buku Kedua Bab XXV Pasal 378 KUHP, yaitu:

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau
orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau
martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian
kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda
kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang,
diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 (empat)
tahun”.

! Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa
Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1990, him. 952
2 Tri Andrisman . Delik Tertentu dalam KUHP . Bandar Lampung :Unila 2011.him. 176



Dalam pasal tersebut secara jelas diterangkan bahwa perbuatan penipuan itu tidak
diperbolehkan.Terhadap pelakunya pun dikenai ancaman hukuman berupa pidana
penjara paling lama empat tahun.Perbuatan ini membawa kerugian khususnya

terhadap korban dalam sisi materi.

Pasal 378 KUHP tentang penipuan terdapat dalam Buku Il Bab XXV.
Keseluruhan pasal pada Bab XXV ini dikenal dengan nama bedrog atau perbuatan
curang. Berdasarkan rumusan di atas, maka Tindak Pidana Penipuan memiliki

unsur pokok, yakni :

1. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara
melawan hukum. Secara sederhana penjelasan dari unsur ini yaitu tujuan
terdekat dari pelaku artinya pelaku hendak mendapatkan keuntungan.
Keuntungan itu adalah tujuan utama pelaku dengan jalan melawan hukum,
jika pelaku masih membutuhkan tindakan lain, maka maksud belum dapat
terpenuhi. Dengan demikian maksud ditujukan untuk menguntungkan dan
melawan hukum, sehingga pelaku harus mengetahui bahwa keuntungan yang

menjadi tujuannya itu harus bersifat melawan hukum.

2. Dengan menggunakan salah satu atau lebih alat penggerak penipuan (nama
palsu, martabat palsu/keadaan palsu, tipu muslihat dan rangkaian
kebohongan). Maksudnya adalah sifat penipuan sebagai tindak pidana
ditentukan oleh cara-cara dengan mana pelaku mengerakkan orang lain untuk

menyerahkan barang.®

* R.Soenarto Soerodibroto.KUHP dan KUHAP .Jakarta.Rajawali Pers. 1992.him.241



Adapun alat-alat penggerak yang dipergunakan untuk menggerakkan orang

lain adalah sebagai berikut :

a. Nama palsu, dalam hal ini adalah nama yang berlainan dengan nama yang
sebenarnya meskipun perbedaan itu nampaknya kecil. Lain halnya jika si
penipu menggunakan orang lain yang sama dengan namanya dengan ia
sendiri, maka ia dapat dipersalahkan melakukan tipu muslihat atau

susunan belit dusta.

b. Tipu muslihat, yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan-
perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan itu
menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari seseuatu
kepada orang lain. Jika tipu muslihat ini bukanlah ucapan melainkan

perbuatan atau tindakan.

c. Martabat/keadaan palsu, pemakaian martabat atau keadaan palsu adalah
bilamana seseorang memberikan pernyataan bahwa ia berada dalam suatu
keadaan tertentu, yang mana keadaan itu memberikan hak-hak kepada

orang yang ada dalam keadaan itu.

d. Rangkaian kebohongan, beberapa kata bohong saja dianggap tidak cukup
sebagai alat penggerak. Hal ini dipertegas oleh Hoge Raad dalam arrest-
nya 8 Maret 1926, bahwa : Terdapat suatu rangkaian kebohongan jika
antara berbagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang sedemikian
rupa dan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain
sehingga mereka seacara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu
seolah-olah merupakan suatu kebenaran.*

3. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, atau memberi
utang, atau menghapus utang. Dalam perbuatan menggerakkan orang lain
untuk menyerahkan barang diisyaratkan adanya hubungan kausal antara alat

*Ibid.



penggerak dan penyerahan barang. Hal ini dipertegas oleh Hoge Raad dalam
arrest-nya Tanggal 25 Agustus 1923, bahwa harus terdapat suatu hubungan
sebab musabab antara upaya yang digunakan dengan penyerahan yang
dimaksud dari itu. Penyerahan suatu barang yang terjadi sebagai akibat
penggunaan alat-alat penggerak dipandang belum cukup terbukti tanpa
menguraikan pengaruh yang ditimbulkan karena dipergunakannya alat-alat
tersebut menciptakan suatu situasi yang tepat untuk menyesatkan seseorang
yang normal, sehingga orang tesebut terpedaya karenanya, alat-alat penggerak
itu harus menimbulkan dorongan dalam jiwa seseorang sehingga orang
tersebut menyerahkan sesuatu barang.

Penggelapan diatur dalam ketentuan Pasal 372 KUHP yang menyatakan bahwa:

“Barangsiapa dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki
barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dan yang ada
padanya bukan karena kejahatan dihukum karena penggelapan dengan
hukuman penjara selama-lamanya 4 tahun atau denda sebanyak-banyaknya
enam puluh rupiah”.

Faktor penyebab penipuan tersebut misalnya faktor kemiskinan, lingkungan,
adanya kesempatan, ataupun keinginan untuk memperoleh uang tanpa harus
bekerja keras. Perkembangan teknologi dunia saat ini sangat pesat, khususnya
teknologi informasi dan komunikasi. Demikian juga dengan Indonesia, dimana
penggunaan teknologi berkembang dengan sangat pesat. Salah satu teknologi
yang banyak digunakan saat ini adalah internet. Segi positif dari munculnya
internet tentu saja sangat banyak diantaranya dari segi kecepatan dan
kenyamanan. Namun dampak negatif pun tidak bisa dihindari. Seiring dengan
perkembangan internet, menyebabkan munculnya kejahatan melalui internet,
seperti penipuan dengan sms ataupun dengan internet. Banyak modus dilakukan
oleh pihak-pihak yang ingin mengeruk keuntungan dengan cara melawan hukum,
ada juga dengan cara mengaku sebagai orang pintar atau orang sakti yang bisa

menggandakan uang atau menjadi kaya tanpa harus bekerja keras.

% R.Soenarto Soerodibroto.Op.Cit. him. 242



Media sosial adalah sebuah media untuk bersosialisasi satu sama lain dan
dilakukan secara online yang memungkinkan manusia untuk saling berinteraksi
tanpa dibatasi ruang dan waktu. Media sosial memiliki dampak besar pada
kehidupan kita saat ini. Seseorang yang asalnya “kecil” bisa seketika menjadi
besar dengan media sosial, begitupun sebaliknya orang “besar” dalam sedetik bisa
menjadi “kecil” dengan media sosial. Apabila kita dapat memanfaatkan media
sosial, banyak sekali manfaat yang kita dapat, sebagai media pemasaran, dagang,
mencari koneksi, memperluas pertemanan, dll. Tapi apabila kita yang
dimanfaatkan oleh media sosial baik secara langsung ataupun tidak langsung,
tidak sedikit pula kerugian yang akan di dapat seperti kecanduan, sulit bergaul di

dunia nyata, autis, penipuan dan kejahatan lainnya.

Kejahatan penipuan dan penggelapan menggunakan identitas palsu kali ini
menggunakan media sosial (medos). Bl (41 tahun), pria berprofesi sebagai penarik
becak motor (bentor) terpaksa berurusan dengan polisi karena menipu
menggunakan akun Facebook (FB) atas nama Rusli Habibie, Gubernur Gorontalo.
Aksi warga Kecamatan Tapa, Kabupaten Bone Bolango itu sudah berjalan dua
bulan. Modusnya dengan meminta berteman melalui FB, bertukar pesan dan
lanjut ketemuan. Para korban merasa yakin, karena tersangka mencatut nama
Gubernur Gorontalo setiap melakukan aksinya. Selain mengajak untuk hubungan
badan, pelaku juga membawa kabur barang berharga para korban seperti emas,
HP, uang dan lainnya. Aksinya dilakukan di hotel yang ada di Kota Gorontalo.
Sejauh ini sudah ada tiga perempuan yang menjadi Kkorbannya. ‘“yang
bersangkutan mencatut salah satu nama pejabat di akun Facebook untuk

melakukan penipuan dan penggelapan,” jelas Kasat Reskrim Polres Gorontalo



Kota AKP Handy Senonugroho saat dikonfirmasi, Rabu (21/11/2018). Aksi
penipuan Bl mulai diendus saat salah satu korban melaporkannya ke polisi.
Dengan berpura-pura sebagai korban, polisi berhasil menciduk tersangka pada 9
September 2018 lalu. Polisi berencana menjerat pelaku dengan Pasal 372 dan
Pasal 378 KUHP tentang Penggelapan dan Penipuan. UU ITE tidak diikutsertakan

mengingat pelaku melakukan aksi penggelapan dan penipuan secara langsung.

Kejahatan penipuan dan penggelapan yang serupa terjadi dan yang hendak diteliti
adalah yang terjadi dilingkup masyarakat. Tindak pidana penipuan yang dilakukan
oleh pelaku ini melalui modus jejaring social pada bulan Desember 2017, akun
facebook atas nama “Melly Synxjelita” milik korban Sdri Nanik, mendapat
permintaan pertemanan dari akun Facebook atas nama Putra Nanda (Putra cah
salatiga) milik tersangka Sdr Ari alias “Putra Nanda” dan selanjutnya permintaan
pertemanan tersebut diterima oleh korban Sdri Nanik. Selanjutnya antara korban
dengan tersangka saling berkomunikasi melalui media social Facebook sehingga
berlanjut komunikasi melalui WA (WhatsApp), hingga akhirnya pada hari kamis
tanggal 15 Februari 2018 sekitar pukul 06.00 WIB, tersangka Sdr Ari alias Putra
Nanda, mengajak korban Sdri Nanik ketemuan di Halte Merak Mati, Bawen, Kab.
Semarang. Dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat tahun 2016, warna
putih, korban menemui tersangka di Halte Merak Mati, Bawen Kab.Semarang
sekitar pukul 07.30 WIB. Selanjutnya korban dengan tersangka menuju ke
Bandungan Kab.Semarang untuk jalan-jalan, pada pukul 09.00 WIB. sesampai di
JPO (jembatan penyeberangan orang) Kauman- JI. Diponegoro, Kel.Sidorejo Lor,
Kec. Sidorejo, Kota Salatiga, tersangka memakai sepeda motor milik korban

dengan alasan untuk mengambil mobil milik tersangka dan korban disuruh



menunggu selama 30 (tiga puluh) menit, namun setelah ditunggu-tunggu,
tersangka Sdr Ari alias Putra Nanda, tidak kembali menjemput korban dan sepeda
motor korban hingga saat ini tidak dikembalikan. Akibat dari kejadian tersebut
korban Sdri Nanik, menderita kerugian barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor
Honda Type D1B02N26L2 A/T (Beat) tahun 2016, warna putih, No.Pol : H-3376
ACC, Noka : MH1JFZ112GK?254672, Nosin : JFZ1E1272455, atas nama STNK
NANIK MELIYANI alamat Kunci putih Rt 006 Rw 007, Kel. Jatirunggo, Kec.
Pringapus, Kab. Semarang ditafsir kurang lebih senilai Rp 14.000.000,- (Empat
belas juta rupiah). Atas perbuatannya tersangka Ari alias Putra Nanda, patut
diduga melanggar sebagaimana dimaksud dalam unsur Pasal 378 KUHP atau

Pasal 372 KUHP tentang Penipuan dan Penggelapan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian
hukum, untuk itu penulis mengangkat dengan judul “Analisis Kriminologis
Terhadap Terjadinya Penipuan dan Penggelapan Dengan Pelaku Menggunakan
Identitas Palsu Melalui Media Sosial (Studi kasus di Polres Salatiga Jawa

Tengah)”.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Apakah faktor penyebab terjadinya kejahatan penipuan dan penggelapan
dengan pelaku menggunakan identitas palsu melalui media sosial?

b. Bagaimanakah upaya penanggulangan kejahatan penipuan dan penggelapan

terhadap pelaku menggunakan identitas palsu melalui media sosial?
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2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini adalah kajian ilmu hukum pidana yang berkaitan
dengan faktor penyebab terjadinya tindak pidana penipuan dan penggelapan
dengan pelaku menggunakan identitas palsu danupaya yang dapat dilakukan untuk
penanggulangan terjadinya penipuan dan penggelapan dengan pelaku
menggunakan identitas palsu melalui media sosial. Ruang lingkup lokasi
penelitian adalah Polres Salatiga Jawa Tengahdan ruang lingkup waktu penelitian

adalah pada Tahun 2019.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah:

a. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya kejahatan penipuan dan
penggelapan dengan pelaku menggunakan identitas palsu melalui media
sosial.

b. Untuk mengetahui upaya penanggulangan kejahatn penipuan dan penggelapan

terhadap pelaku menggunakan identitas palsu melalui media sosial.

2. Kegunaan penelitian

Kegunaan penelitian ini terdiri dari kegunaan teoritis dan kegunaan praktis:

a. Kegunaan Teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan kajian
hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan faktor penyebab dan upaya
yang dapat mencegah terjadinya penipuan dan penggelapan dengan pelaku

menggunakan identitas palsu melalui sosial media.
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b. Kegunaan Praktis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran
bagi pengembangan ilmu pengetahuan di dalam bidang hukum serta sebagai
masukan dalam praktek pengadilan dan penegakan hukum serta menjadi
referensi khusus bagi mahasiswa yang mengambil konsentrasi ilmu hukum

pidana.

D. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teori
Kerangka teori adalah abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar
yang relavan untuk pelaksanaan suatu penelitian ilmiah, khususnya penelitian
hukum®. Kerangka teori yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah
teoripenyebab terjadinya kejahatan ditinjau dari kriminologi dan teori upaya
penanggulangan kejahatan.
a. Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan
Menurut Abdulsyani menyatakan bahwa sebab-sebab timbulnya kriminalitas
dapat dijumpai dalam berbagai faktor-faktor yang dapat menimbulkan

kriminalis tertentu, sehingga faktor lain dapat menimbulkan jenis kriminalis.’

1. Faktor Intern.
Faktor interen dibagi menjadi dua bagian, yaitu :
a. Faktor intern yang bersifat khusus, yaitu keadaan psikologis diri individu,

antara lain sakit jiwa, daya emosional, rendahnya mental, kebingungan.

® Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum. Rineka Cipta. Jakarta. 1986. him.103
” Abdul Syani, Sosiologi Kriminalitas, Bandung, Remaja Jaya, 1987, him. 44.
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b. Faktor intern yang bersifat umum, dapat dikategorikan atas beberapa
macam, yaitu umur, jenis kelamin, kedudukan individu di dalam

masyarakat, pendidikan individu, masalah rekreasi atau hiburan individu.

2. Faktor Ekstern.
Faktor-faktor ini berpokok pangkal pada lingkungan di luar dari diri manusia
(ekstern) terutama hal yang mempunyai hubungan dengan timbulnya

kriminalitas.

a. Faktor Ekonomi
Pada umumnya faktor ekonomi mempunyai hubungan dengan timbulnya
kejahatan.Perkembangan perekonomian di abad modern, ketika tumbuh
persaingan bebas, menghidupkan daya minat konsumen dengan

memasang iklan-iklan dan sebagainya.

b. Faktor Agama
Norma-norma yang terkandung di dalam agama semua mengajarkan
kebenaran dan kebaikan, dan agama itu senantiasa baik dan membimbing
manusia kearah jalan yang diharuskan, sehingga jika manusia benar-benar
mendalami dan mengerti tentang isi agamanya, maka senantiasa akan
menjadi manusia yang baik pula, tidak akan berbuat hal-hal yang

merugikan orang lain termasuk tindakan kejahatan.

c. Faktor Bacaan
Faktor yang dapat menimbulkan kriminalitas yaitu faktor bacaan yang

buruk,porno,kriminal contohnya mulai dari cerita-cerita, gambar erotic,
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dan pornografi, dan yang berhubungan dengan seks, sehingga cenderung
dapat memberikan dorongan terhadap perbuatan-perbuatan yang

melanggar hukum atau kejahatan.

d. Faktor Film (termasuk televisi)
Pengaruh film terhadap timbulnya kriminalitas hampir sama dengan
pengaruh bacaan, hanya bedanya terletak pada khayalan si pembaca atau
penonton .Bacaan dapat menimbulkan khayalan secara tidak langsung
tentang kejadian yang dibacanya, sedangkan penonton dapat langsung
menganologikan dirinya pada film yang sedang ditontonnya.Dapat
dikatakan bahwa film tidak kalah besar pengaruhnya terhadap timbulnya

kriminalitas dibandingkan bacaan.

b. Teori Upaya Penanggulangan Kejahatan

Secara empirik upaya penanggulangan kejahatan ada 3 yaitu® :

1. Pre-emtif
Upaya Pre-emtif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak
kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang
dilakukan dalam penaggulangan kejahatan pre-emtif adalah menanamkan
nilai-nilai/norma-norma  yang baik sehingga norma-norma tersebut
terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk
melakukan pelanggaran/kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal
tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi dalam usaha preemtif faktor

niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan.

® A.S. Alam, Pengantar Kriminologi, Makassar: Refleks, 2010, hlm. 79-80
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2. Preventif
Upaya-upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya pre-

emtif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan.

3. Represif
Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadinya tindak pidana atau kejahatan
yang tindakannya berupa penegakan hukum (law enforcement) dengan

menjatuhkan hukuman.

2. Konseptual

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamaan

dalam penelitian.’Berdasarkan definisi tersebut maka batasan istilah yang

digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Analisis adalah upaya untuk memecahkan suatu permasalahan berdasarkan
prosedur ilmiah dan melalui pengujian sehingga hasil analisis dapat diterima

sebagai suatu kebeneran atau penyelesaian masalah.™

b. Kriminologis berkenaan dengan kriminologi. Kriminologi adalah ilmu
pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya
berdasarkan pada pengalaman seperti ilmu pengetahuan lainya yang sejenis,
memperhatikan gejala-gejala dan mencoba menyelidiki sebab-sebab arti gejala

tersebut dengan cara-cara yang apa adanya.**

c. Kejahatan menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah perilaku yang

bertentangan dengan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku yang telah

%Soerjono Soekanto.Pengantar Peneletian Hukum.Universitas Indonesia. Press:Jakarta.1983.
19 exy J.Moleong.Metode Penelitian Kualitatif. Rineka Cipta. Jakarta. 2005. him 54
“Bonger, W.A, Pengantar Tentang Kriminologi, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1982, him. 66.
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disahkan oleh hukum tertulis (hukum pidana).** Menurut Bonger kejahatan
adalah perbuatan anti sosial yang secara sadar mendapatkan reaksi dari negara
berupa pemberian derita dan kemudian, sebagai reaksi-reaksi terhadap

rumusan hukum mengenai kejahatan.

d. Penipuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP adalah barang siapa
dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara
melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan
tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk
menyerahkan barang kepadanya atau supaya memberi hutang maupun
menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara

paling lama empat tahun.

e. Penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHP adalah barang
siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang
seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam
kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan
pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak sembilan

ratus rupiah.

f. Pelaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Ayat (1) KUHP adalah mereka
yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan

perbuatan.

12 Firganefi dan Deni Achmad. 2013. Buku Ajar Hukum Kriminologi. Bandar Lampung: PKKPUU
Universitas Lampung, him. 11.
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g. ldentitas adalah suatu ciri ciri atau tanda-tanda yang melekat pada diri seorang
individu yang menjadi ciri khasnya. ldentitas sering dihubungkan dengan
atribut yang disematkan kepada individu yang sebenarnya memiliki sifat

majemuk.*?

h. Palsu adalah memiliki arti tidak asli, tidak tulen, tidak sah, lancung (tentang
ijazah, surat keterangan, uang dsb), tiruan (tentang gigi, kunci dsb), gadungan,

sumbang (tentang suara dsb).**

I. Media sosial adalah sebuah media untuk bersosialisasi satu sama lain dan
dilakukan secara online yang memungkinkan manusia untuk saling

berinteraksi tanpa dibatasi ruang dan waktu.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini disesuaikan dengan format yang ditentukan oleh
Program Sutdi lImu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung dengan urutan

sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN
Dalam Bab ini akan diuraikan mengenai Latar Belakang, Rumusan Permasalahan,
Ruang Lingkup Penelitian, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Penelitian,

Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

3 A. Ubaedillah. Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) Pancasila.Prenada Media

Group : Jakarta.2015.
“Ibid, him.398
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1. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tinjauan pustaka dari berbagai konsep atau kajian yang berhubungan
dengan penyusunan skripsi terdiri dari Tinjauan umum Kkriminoligis, Tinjauan
umum Kkejahatan dan upaya penanggulangan kejahatan,identitas palsu, dan
pencegahan terjadinyapenipuan dan penggelapan menggunakan identitas palsu.
I11. METODE PENELITIAN

Merupakan Bab yang menjelaskan metode yang dilakukan untuk memperoleh dan
mengolah data yang akurat.Adapun metode yang digunakan terdiri dari
pendekatan masalah, sumber dan jenis data, prosedur pengumpulan dan

pengolahan data, serta analisa data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan pembahasan dari hasil peneitian yang diperoleh penulis
mengenai analisis terhadap tindak pidana penipuan dan penggelapan
menggunakan identitas palsu.

V. PENUTUP

Merupakan Bab yang terisi tentang kesimpulan dari hasil pembahasan yang
berupa jawaban dari permasalahan berdasarkan hasil penelitian serta berisikan
saran-saran penulis mengenai apa yang harus kita tingkatkan dari pengembangan
teori-teori yang berkaitan dengan hasil penelitian demi perbaikan di masa

mendatang.



Il. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Kriminologi

Kriminologi termasuk cabang ilmu pengetahuan yang berkembang pada tahun
1850 bersama-sama sosiologi, antropologi, dan psikologi.Nama kriminologi
ditemukan oleh P. Topinard, seorang ahli antropologi Prancis. Sedangkan istilah
yang dipakai sebelumnya adalah “antropologi criminal”."® Secara etimologis
kriminologi berasal dari kata “Crimen” yang berarti kejahatan dan “Logos” yang
berarti pengetahuan atau ilmu pengetahuan.Sehingga Kriminologi adalah ilmu

atau pengetahuan tentang kejahatan.®

Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang pengertian kriminologi
penulis akan mengutip beberapa pendapat pakar hukum, antara lain Sutherland
and Cressy menyatakan bahwa Kriminologi adalah suatu ilmu pengetahuan
megenai kejahatan sebagai gejala sosial, mengemukakan tentang ruang lingkup
kriminologi yang mencakup proses perbuatan hukum, dan reaksi sosial atas
pelanggaran hukum.!” Sutherland kemudian membagi kriminologi menjadi tiga

cabang ilmu utama, yaitu :

> Alam A. S, Pengantar Kriminologi, Makassar, Pustaka Refleksi, 2010, him. 1.

16 Susanto .S, Diklat Kriminologi Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, Semarang,
1991, him. 1.

YMoeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Bumi Aksara, Jakarta, him. 52
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a. Sosiologi hukum, yaitu cabang ilmu kriminologi yang menyelidiki faktor-
faktor apa yang menyebabkan perkembangan hukum (khususnya pidana)
disamping menyelidiki sebab-sebab kejahatan.

b. Etiologi kejahatan, yaitu cabang ilmu kriminologi yang mencari sebab
musabab dan kejahatan; dan

c. Penologi, pada dasarnya merupakan ilmu tentang hukuman, akan tetapi
Sutherland memasukkan hak-hak yang berhubungan dengan usaha

pengendalian kejahatan, baik represif maupun preventif.*®

W.A Bonger menyatakan bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang
bertujuan menyelidiki gejala-gejala kejahatan seluas-luasnya (kriminologi teoritis
atau murni), sedangkan kriminologi teoritis adalah ilmu pengetahuan yang
berdasarkan pengalaman seperti ilmu pengetahuan lain yang mempelajari gejala-
gejala dan mencoba memiliki sebab dari gejala tersebut (etimologi) dengan cara
yang ada padanya.’® kemudian membagi kriminologi ini menjadi kriminologi

murni yang mencakup :

a. Antropologi kriminal
IiImu pengutahuan tentang manusia yang jahat (somatis). llmu pengetahuan ini
memberikan jawaban ataspertanyaan tentang orang jahat, bagaimana tanda-
tanda yang terdapat dalam tubuh? Apakah antara kejahatan dan suku bangsa

mempunyai hubungan.

"®Ibid.hIm. 10-11.
9 W.A Bonger, Pengantar Tentang Kriminologi, PT Ghalia Indonesia, Jakarta, him. 21
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b. Sosiologi Kriminil
IImu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat. Pokok
permasalahan yang di bahas dalam ilmu pengetahuan ini batasan dimana

sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat.

c. Psikologi Kriminil
Merupakan ilmu pengetahuan tentang penjahat dari sudut pandang

kejiwaannya.

d. Psikopatologi dan neuropatologi kriminil

Merupakan ilmu tentang penjahat yang sakit jiwa atau penyakit syaraf.

e. Penology

Merupakan ilmu yang mempelajari tentang perkembangan sebuah hukuman.

Michael dan Adler menyatakan kriminologi adalah keseluruhan keterangan
mengenai perbuatan dan sifat dari para penjahat, mulai dari lingkungan mereka
sampai pada perlakuan secara resmi oleh lembaga-lembaga penertib masyarakat
dan oleh para anggota masyarakat.?’ Sedangkan Wood merumuskan kriminologi
adalah keseluruhan pengetahuan yang diperoleh berdasarkan teori atau
pengalaman yang bertalian dengan perbuatan jahat dan penjahat dan, termaksud di

dalamnya reaksi dari masyarakat terhadap perbuatan jahat dan para penjahat.?

Edwin H. Sutherland berpendapat kriminologi adalah seperangkat pengetahuan

yang mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial, termasuk di dalamnya

20 Topo Santoso, Kriminologi, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2010, him. 9-11.
?1Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, Op.Cit.him 12.
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proses pembuatan undang-undang, pelanggaran undang-undang, dan reaksi

terhadap pelanggaran terhadap undang-undang.?

Rusli Effendy merumuskan kriminologi adalah melakukan kejahatan itu sendiri,
tujuannya adalah mempelajari apa sebabnya kejahatan dan apa yang menimbulkan
kejahatan itu, apakah kejahatan itu timbul karena bakat orang itu adalah jahat
ataukah disebabkan karena keadaan masyarakat sekitarnya (milleu) baik keadaan
sosiologi maka dapatkan tindakan-tindakan agar orang tidak berbuat demikian lagi

dan mengadakan pencegahan disamping pemindahan.?

Moedigdo Meoliono berpendapat kriminologi sebagai ilmu yang belum dapat
berdiri sendiri, sedangkan masalah manusia menunjukkan bahwa kejahatan
merupakan gejala sosial.Karena kejahatan merupakan masalah manusia, maka
kejahatan hanya dapat dilakukan manusia.Agar makna kejahatan jelas, perlu

memahami eksistensi manusia.?*

Wolffgang Savita dan Jhonston berpendapat kriminolgi adalah kumpulan ilmu
pengetahuan tentang kejahatan yang bertujuan untuk memperoleh penjahat
sedangkan pengertian mengenai gejala kejahatan merupakan ilmu yang
mempelajari dan menganalisa secara ilmiah keterangan-keterangan dari kejahatan,

pelaku kejahatan, serta reaksi masyarakat terhadap keduanya.?

22 Alam A. S, Op.Cit. him. 2.

2 W.A Bonger , Op.Cit, him 10

#Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, Kriminologi, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2003, him.
11.

®Ibid, him. 12
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Wme Noach berpendapat kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki
gejala-gejala kejahatan dan tingkah laku yang tidak senonoh, sebab-musabab serta

akibatakibatnya.?®

Wood berpendapat bahwa Kriminologi meliputi Seluruh pengetahuan berdasarkan
teori atau pengalaman, yang bertalian dengan perbuatan jahat termasuk di

dalamnya reaksi dari masyarakat terhadap perbuatan jahat dan penjahatnya.?’

Martin L. Haskell dan Lewis Yablonsky?®® bahwa sebagai studi ilmiah tentang

kejahatan dan penjahat mencakup analisa tentang :

1. Sifat dan Luas Kejahatan,

2. Sebab-sebab kejahatan,

3. Perkembangan hukum pidana dan pelaksanaan peradialn pidana,
4. Ciri-ciri penjahat,

5. Pembinaan penjahat,

6. Pola-pola kriminalitas, dan Akibat kejahatan atas perubahan sosial.

Berdasarkan beberapa pandangan pakar tentang pengertian kriminologi tersebut,
tampak memiliki persamaan antara satu dengan yang lainnya, walaupun variasi
bahasa dalam pengungkapannya berbeda, akan tetapi perbedaan tersebut tidak
merubah hakekatnya sebagai suatu ilmu pengetahuan yang berorientasi terhadap

kejahatan, mencari tahu mengapa orang menjadi jahat, sekaligus cara

*®Deni Achmad dan Firganefi, Pengantar Kriminologi dan Viktimologi, Bandar Lampung, Justice
Publisher Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2016, him. 9.

%" Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, Op.Cit.hlm 12.

%8 Soerjono Soekanto. Op.Cit.hIm.103
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memberantas atau menanggulangi kejahatan tersebut dan mendidik atau membina

penjahat agar menjadi orang yang baik ditengah masyarakat.

B. Kejahatan

Kejahatan merupakan suatu fenomena yang sangat komplek yang dapat dipahami
dari berbagai sisi yang berbeda. Itu sebabnya dalam keseharian kita dapat
menangkap berbagai komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda
satu dengan yang lain. Dalam pengalaman kita ternyata tak mudah untuk

memahami kejahatan itu sendiri.

Menurut J.E.Sahetapy salah satu persoalan yang sering muncul kepermukaan
dalam kehidupan masyarakat adalah kejahatan, oleh karena itu kejahatan sudah
menjadi istilah yang tidak asing lagi dalam masyarakat. Namun apakah yang
dimaksud dengan kejahatan, ternyata tidak ada pendapat yang seragam, hal ini
dikarenakan pengetian kejahatan itu bersumber dari alam dan nilai kehidupan

masyarakat.?®

Secara etimologis kejahatan merupakan suatu perbuatan manusia yang
mempunyai sifat jahat sebagaimana bila orang membunuh, merampok, mencuri
dan lain sebagainya. Sutherland menekankan bahwa ciri pokok kejahatan adalah
perilaku yang dilarang oleh negara karena merupakan perbuatan yang merugikan
negara dan terhadap perbuatan itu negara bereaksi dengan hukumnya sebagai

pamungkas.®

*° J.E Sahetapy, Kriminologi dan Masalah Kejahatan, PT Citra Aditya Bhakti, Bandung, him 3
%0 Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, Op.Cit, him. 14
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Kejahatan secara umum adalah perbuatan atau tindakan yang jahat yang dilakukan
olen manusia yang dinilai tidak baik, tercela dan tidak patut dilakukan.
Simandjuntak menyatakan bahwa “Kejahatan adalah suatu tindakan anti sosial

yang merugikan, tidak pantas, tidak dapat dibiarkan yang dapat menimbulkan

kegoncangan dalam masyarakat.”*"

Kejahatan dapat dikatakan merupakan fenomena sosial dan historis, sebab
tindakan menjadi kejahatan haruslah dikenal, diberi cap dan ditanggapi sebagai
kejahatan, disana harus ada masyarakat yang normanya, aturannya dan hukumnya
dilanggar, disamping adanya lembaga yang tugasnya menegakkan norma- norma
dan menghukum pelanggarnya. Gejala yang dirasakan kejahatan pada dasarnya
terjadi dalam proses dimana ada interaksi sosial antara bagian dalam masyarakat
yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perumusan tentang kejahatan
dengan pihak-pihak mana yang memang melakukan kejahatan. Kejahatan bukan
merupakan peristiwa hereditas (bawaan sejak lahir, warisan), juga bukan
merupakan warisan biologis. Tindak kejahatan bisa dilakukan siapapun, baik
wanita maupun pria, dengan tingkat pendidikan yang berbeda. Tindak kejahatan
bisa dilakukan secara sadar yaitu difikirkan, direncanakan dan diarahkan pada
maksud tertentu secara sadar benar. Kejahatan merupakan suatu konsepsi yang
bersisfzat abstrak, dimana kejahatan tidak dapat diraba dan dilihat kecuali akibatnya
saja.

Kartono® berpendapat bahwa secara yuridis formal, kejahatan adalah bentuk
tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan (immoril), merupakan
masyarakat, asosial sifatnya dan melanggar hukum serta undang-undang pidana.
Kejahatan secara sosiologis adalah semua ucapan, perbuatan dan tingkah laku
yang secara ekonomis, politis dan sosial psikologis sangat merugikan masyarakat,
melanggar norma-norma susila, dan menyerang keselamatan warga masyarakat
(baik yang telah tercakup dalam undang-undang, maupun yang belum tercantum

dalam undang-undang pidana).

*! B. Simandjuntak, Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial, Bandung: Tarsit0.1981, him 71
*2 Kartini Kartono.Patologi Sosial. Raja Grafindo Persada.Jakarta.2005. him. 125-126
% Ibid, him.126
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Kejahatan dalam kehidupan bermasyarakat ada berbagai macam jenisnya
tergantung pada sasaran kejahatannya. Sebagaimana dikemukakan oleh Mustofa
bahwa jenis kejahatan menurut sasaran kejahatannya, yaitu kejahatan terhadap
badan (pembunuhan, perkosaan, penganiayaan), kejahatan terhadap harta benda
(perampokan, pencurian, penipuan), kejahatan terhadap ketertiban umum
(pemabukan, perjudian), kejahatan terhadap keamanan negara. Sebagian kecil dari
bertambahnya kejahatan dalam masyarakat disebabkan karena beberapa faktor
luar, sebagian besar disebabkan karena ketidakmampuan dan tidak adanya
keinginan dari orang-orang dalam masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan
norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.>

Menurut B. Simandjuntak, kejahatan merupakan suatu tindakan anti sosial yang
merugikan, tidak pantas, tidak dapat dibiarkan, yang dapat menimbulkan

kegoncangan dalam masyarakat. %

Menurut Van Bammelen, kejahatan adalah tiap kelakuan yang bersifat tidak susila
dan merugikan, dan menimbulkan begitu banyak ketidaktenangan dalam suatu
masyarakat tertentu, sehingga masyarakat itu berhak untuk mencelanya dan
menyatakan penolakannya atas kelakuan itu dalam bentuk nestapa dengan sengaja

diberikan karena kelakuan tersebut.*

Kejahatan menurut Kamus Bahasa Indonesia yaitu perilaku yang bertentangan
dengan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku yang telah disahkan oleh hukum
tertulis (hukum pidana). Kitab Undang-undang Hukum Pidana, tidak ada satu
definisi pun tentang kejahatan. Dalam buku Il Kitab Undang-undang Hukum
Pidana hanya memberikan perumusan perbuatan manakah yang dianggap sebagai

suatu kejahatan. Misalnya Pasal 338 KUHP :

** Muhammad Mustofa. Kriminologi: Kajian Sosiologi Terhadap Kriminalitas, Prilaku
Menyimpang, dan Pelanggaran Hukum, Fisip Ul Press.Jakarta 2005. him. 47

% Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, Op.Cit.hIm.15

*® B. Simandjuntak, Op.Cit.hIm.71
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”Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena

pembunuhan dengan penjara paling lama lima belas tahun”.

Aliran sosiologis berpendapat bahwa dalam memberikan pengertian kejahatan
harus dimulai dari dengan mempelajari noma-norma kelakuan didalam
masyarakat sehingga tidak perlu ada batasan-batasan politik serta tidak selalu
terkandung dalam undang-undang.*” Selain dari pada itu perlu juga

memperhatikan rumusan Arif Gosita yakni mengenai pengertian kejahatan, yaitu :

Suatu hasil interaksi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi,
selanjutnya beliau menambahkan bahwa kejahatan yang dimaksud tidak
hanya meliputi rumusan undang-undang pidana saja tetapi juga hal-hal
yang dapat menimbulkan penderitaan dan tidak dapat dibenarkan serta

dianggap jahat.

Terlepas dari berbagai pendapat yang ada maka pada hakekatnya pengertian

kejahatan dapat diklasifikasikan atas 3 pengertian:

1. Pengertian kejahatan dari sudut pandang yuridis :
Secara yuridis formal kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan
dengan moral kemanusiaan, merugikan yang bertentangan dengan moral
kemanusiaan, merugikan masyarakat, sosial sifatnya dan melanggar undang-
undang pidana (KUHP). Di dalam KUHP sendiri tak ditentukan pengertian
kejahatan, tapi dapat dirumuskan bahwa kejahatan adalah semua bentuk

perbuatan yang memenuhi perumusan ketentuan-ketentuan KUHP.

¥ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, Op.Cit, him. 100
% Ibid, him. 100
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2. Pengertian kejahatan dari sudut pandang sosiologis :
Secara sosiologis kejahatan merupakan suatu perilaku manusia yang
diciptakan oleh masyarakat, atau dengan kata lain kejahatan adalah semua
bentuk ucapan, perbuatan, tingkah laku yang secara ekonomis, politis dan
sosio-psikis sangat merugikan masyarakat, melanggar norma-norma susila,
dan menyerang keselamatan warga masyarakat (baik yang telah tercakup

dalam undang-undang maupun yang belum tercantum).

3. Pengertian kejahatan dari sudut pandang kriminologis :
Secara kriminologis kejahatan adalah segala perbuatan manusia dalam bidang
politis, ekonomi dan sosial yang sangat merugikan dan berakibat jatuhnya
korban-korban baik individual maupun korban kelompok atau golongan-

golongan masyarakat.

Bonger™ berpendapat Kejahatan dipandang dari sudut formil (menurut hukum)
merupakan suatu perbuatan yang oleh masyarakat (dalam hal ini Negara) diberi
pidana, suatu uraian yang tidak memberi penjelasan lebih lanjut seperti defenisi-
defenisi yang formil umumnya. Ditinjau dari dalam sampai intinya, suatu
kejahatan merupakan sebagian dari perbuatan-perbuatan yang bertentangan

dengan kesusilaan.

% J.E. Sahetapy dan B. Mardjono Reksodiputro, Paradoks dalam Kriminologi, Rajawali, Jakarta,
1982.him:21
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Tiga perspektif Teori Kejahatan yaitu :*

1. Teori-teori yang menjelaskan kejahatan dari perspektif Biologis
a. Cesare Lombroso
Kriminologi beralih secara permanen dari filosofi abstrak tentang
penanggulangan kejahatan melalui legislasi menuju suatu studi modern
penyelidikan mengenai sebab-sebab kejahatan. Ajaran Lambroso
mengenai kejahatan adalah bahwa penjahat mewakili suatu tipe keanehan /
keganjilan fisik, yang berbeda dengan nonkriminal. Lambroso mengklaim
bahwa para penjahat mewakili suatu bentuk kemerosotan yang
termanifestasi dalam karakter fisik yang merefleksikan suatu bentuk awal

dan evolusi.

Teori Lambroso tentang born criminal (penjahat yang dilahirkan)
menyatakan bahwa “para penjahat adalah suatu bentuk yang lebih rendah
dalam kehidupan, lebih mendekati nenek moyang mereka yang mirip kera
dalam hal sifat bawaan dan watak dibanding mereka yang bukan
penjahat.” Mereka dapat dibedakan dari non-kriminal melalui beberapa
atavistic stigmata— ciri-ciri  fisik dari makhluk pada tahap awal

perkembangan, sebelum mereka benar-benar menjadi manusia.

Lambroso beralasan bahwa seringkali para penjahat memiliki rahang yang
besar dan gigi taring yang kuat, suatu sifat yang pada umumnya dimiliki
makhluk carnivora yang merobek dan melahap daging mentah.

Jangkauan/rentang lengan bawah dari para penjahat sering lebih besar

* Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, Kriminologi, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2001.hIm.37
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dibanding tinggi mereka, sebagaimana dimiliki kera yang menggunakan

tangan mereka untuk menggerakkan tubuh mereka di atas tanah.

b. Enrico Ferri
Ferri* berpendapat bahwa ‘“kejahatan dapat dijelaskan melalui studi
pengaruh-pengaruh interaktif di antara faktorfaktor fisik (seperti ras,
geografis, serta temperatur), dan faktor-faktor sosial (seperti umur, jenis
kelamin, variabel-variabel psikologis)”. Ferri juga berpendapat bahwa
kejahatan dapat dikontrol atau diatasi dengan perubahan-perubahan soaial,
misalnya subsidi perunahan, kontrol kelahiran, kebebasan menikah dan

bercerai, fasilitas rekreasi dan sebagainya.

c. Raffaele Garofalo
Garofalo* menelusuri akar tingkah laku kejahatan bukan kepada
bentukbentuk fisik, tetapi kepada kesamaan psikologis yang dia sebut
sebagai moral anomalies (keganjilan-keganjilan moral). Menurut teori ini,
kejahatan-kejahatan alamiah (natural crimes) ditemukan di dalam seluruh
masyarakat manusia, tidak peduli pandangan pembuat hukum, dan tidak
ada masyarakat yang beradab dapat mengabaikannya. Kejahatan demikian,
mengganggu sentimen-sentimen moral dasar dari probity/kejujuran

(menghargai hak milik orang lain).

“1bid.hlm 39.
2 1bid.hIm 40.
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d. Charles Buchman Goring
Goring*® menyimpulkan bahwa “tidak ada perbedaan-perbedaan signifikan
antara para penjahat dengan non penjahat kecuali dalam hal tinggi dan
berat tubuh.” Para penjahat didapati lebih kecil dan ramping. Goring
menafsirkan temuannya ini sebagai penegasan dari hipotesanya bahwa
para penjahat secara biologis lebih inferior, tetapi dia tidak menemukan

satupun tipe fisik penjahat.

2. Teori-teori yang menjelaskan kejahatan dari perspektif psikologis
a. Samuel Yochelson dan Stanton Samenow Yochelson dan Samenow
mengidentifikasi sebanyak 52 pola berpikir yang umumnya ada pada
penjahat yang mereka teliti. Keduanya berpendapat bahwa para penjahat
adalah orang yang marah, yang merasa suatu sense superioritas,
menyangka tidak bertanggung jawab atas tindakan yang mereka ambil,
dan mempunyai harga diri yang sangat melambung. Tiap dia merasa ada
satu serangan terhadap harga dirinya, ia akan memberi reaksi yang sangat

kuat, sering berupa kekerasan.

b. Teori Psikoanalisa, Sigmund Freud, ada tiga prinsip dikalangan psikologis
yang mempelajari kejahatan yaitu:
1. Tindakan dan tingkah laku orang dewasa dapat dipahami dengan
melihat pada perkembangan masa kanak-kanak mereka,
2. Tingkah laku dan motif-motif bawah sadar adalah jalin-menjalin, dan

interaksi itu mesti diuraikan bila kita ingin mengerti kesalahan,

“Ibid.hlm 41.
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3. Kejahatan pada dasarnya merupakan representasi dari konflik

psikologis.

3. Teori-teori yang menjelaskan kejahatan dari perspektif Sosiologis. Teori
Sosiologi ini berbeda dengan teori-teori perspektif Biologis dan Psikologis,
teori sosiologis ini mencari alasan-alasan perbedaan dalam hal angka
kejahatan di dalam lingkungan sosial, yang menekankan pada perspektif strain
dan penyimpangan budaya.

a. Emile Durkheim
Menurut Durkheim** mempelajari suatu masyarakat adalah dengan melihat
pada bagian-bagian komponennya dalam usaha mengetahui bagaimana
masing-masing berhubungan satu sama lain. Durkheim meyakini bahwa
jika sebuah masyarakat sederhana berkembang menuju satu masyarakat
yang modern dan kota maka kedekatan yang dibutuhkan untuk melanjutkan
satu set norma-norma umum, tindakan-tindakan dan harapan-harapan orang
di satu sektor mungkin bertentangan dengan tindakan dan harapan orang

lain.

b. Robert K. Merton
Menurut Merton® di dalam suatu masyarakat yang berorientasi kelas,
kesempatan untuk menjadi yang teratas tidaklah dibagikan secara merata.
Sangat sedikit anggota kelas bawah mencapainya. Struktur sosial

merupakan akar dari masalah kejahatan.

* 1bid.him 41.
* 1bid.him 41.
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Unsur unsur kejahatan yang harus dipenuhi untuk dapat dikatakan sebagai

kejahatan sebagai berikut.

1. Unsur kejahatan yang pertama yaitu ada perbuatan yang menimbulkan
kerugian bagi orang lain.

2. Unsur kejahatan yang kedua yaitu harus diatur di dalam kitab UU Hukum
Pidana.

3. Unsur kejahatan yang ketiga adalah harus ada maksud jahat atau niat jahat.

4. Unsur kejahatan yang keempat ialah ada peleburan antara perbuatan jahat dan
maksud jahat atau niat jahat.

5. Unsur kejahatan yang kelima yaitu harus ada perbauran antara kerugian yang
diatur di dalam kitab UU Hukum Pidana dengan perbuatan.

6. Unsur kejahatan yang terakhir adalah harus ada sanksi pidana yang

mengancam perbuatan tersebut.

C. Penipuan

Secara umum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, disebutkan bahwa tipu
berarti kecoh, daya cara, perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu,
dsb), dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung.
Penipuan berarti proses, perbuatan, cara menipu, perkara menipu (mengecoh).
Yang berarti bahwa yang terlibat dalam penipuan adalah dua pihak yaitu orang
menipu disebut dengan penipu dan orang yang di tipu disebut sebagai tertipu.

Jadi penipuan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan atau membuat, perkataan

seseorang yang tidak jujur atau bohong dengan maksud untuk menyesatkan atau



33

mengakali orang lain untuk kepentingan dirinya atau kelompok.*® Sedangkan
pengertian penipuan menurut pengertian yudiris adalah, tindak pidana penipuan
dengan melihat dari segi hukum sampai sekarang belum ada, kecuali apa yang
dirumuskan dalam KUHP. Rumusan penipuan dalam KUHP bukanlah suatu
definisi melainkan hanyalah untuk menetapkan unsur-unsur suatu perbuatan
sehingga dapat dikatakan sebagai penipuan dan pelakunya dapat dipidana.

Penipuan adalah perbuatankejahatan yang berhubungan dengan harta
benda.Kejahatan berupa penipuan diatur dalam Bab XXV tentang Perbuatan

Curang yaitu dari Pasal 378 sampai Pasal 395 KUHP.

Pasal 378 KUHP tentang Penipuan adalah barang siapa dengan maksud untuk
menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan
memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun
rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang
kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam
karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
Berdasarkan rumusan tersebut, kejahatan berupa penipuan terdiri dari unsur
subyektif dan unsur objektif yaitu:
1. Unsur subyektif
a. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain
Dengan maksud diartikan sebagai tujuan dari pelaku yaitu pelaku yang
hendak mendapatkan keuntungan yakni berupa unsur kesalahan dalam

penipuan.Menguntungkan artinya menambah kekayaan dari yang sudah

* Ananda S. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kartika, Surabaya. 2009. him. 364
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ada. Menambah kekayaan ini dilakukan untuk diri sendiri maupun untuk

orang lain. Perbuatan dilakukan dengan sebuah kesengajaan.

b. Dengan melawan hukum.
Maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dilakukan dengan
perbuatan yang dengan maksud melawan hukum. Sebelum melakukan
atau setidaknya ketika memulai perbuatan menggerakkan, pelaku telah
memiliki kesadaran dalam dirinya bahwa menguntungkan diri sendiri

atau orang lain dengan melakukan perbuatan itu adalah melawan hukum.

2. Unsur Objektif
a. Unsur barangsiapa
Barangsiapa adalah orang yang melakukan perbuatan penipuan, yang
mana perbuatan dan orang yang melakukan tindak pidana penipuan itu

dapat dipertanggung jawabkan.

b. Unsur perbuatan menggerakkan
Menggerakkan diartikan dengan istilah membujuk atau mempengaruhi
orang lain. Perbuatan menggerakkan merupakan perbuatan yang abstrak
dan akan terlihat bentuknya secara konkret bila dihubungkan dengan cara
melakukannya. Cara melakukannya mengandung ketidakbenaran, palsu

dan bersifat membohongi atau penipu.

c. Yang digerakkan adalah orang
Dalam Pasal 378 KUHP tidak menunjukkan bahwa orang yang

menyerahkan benda, memberi hutang maupun menghapus piutang adalah
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orang yang harus digerakkan. Orang yang menyerahkan benda, memberi
hutang maupun menghapus piutang dapat pula oleh selain yang
digerakkan, asalkan orang lain atau pihak ketiga menyerahkan benda itu

atas perintah atau kehendak orang yang digerakkan.

d. Tujuan perbuatan

Tujuan perbuatan dalam penipuan dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:

1) Menyerahkan benda
Benda dalam tindak penipuan dapat berupa benda yang berwujud
atau benda bergerak.

2) Memberi hutang dan menghapuskan piutang
Hutang tidak hanya diartikan sebagai pinjaman uang belaka tetapi
dapat diartikan sebagai suatu perikatan hukum yang berakibat
timbulnya kewajiban bagi orang lain untuk menyerahkan atau
membayar sejumlah uang tertentu. Menghapuskan piutang diartikan
menghapuskan segala macam perikatan hukum yang sudah ada di
mana karenanya menghilangkan kewajiban hukum untuk

menyerahkan sejumlah uang tertentu pada korban.

e. Upaya-upaya penipuan
Upaya-upaya penipuan dalam Pasal 378 KUHP terdiri dari beberapa cara
yaitu:
1) Menggunakan nama palsu
Menggunakan nama palsu dilakukan dengan menggunakan suatu

nama bukan namanya sendiri melainkan nama orang lain atau
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menggunakan suatu nama yang tidak diketahui secara pasti

pemiliknya atau tidak ada pemiliknya.

2) Menggunakan martabat atau kedudukan palsu
Kedudukan palsu adalah suatu kedudukan yang disebut atau
digunakan seseorang yang mana kedudukan tersebut memiliki hak-
hak tertentu yang padahal sesungguhnya ia tidak mempunyai hak

tertentu itu.

3) Menggunakan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan
Tipu muslihat berupa perbuatan yang menimbulkan kesan atau
kepercayaan tentang kebenaran perbuatan itu yang sesungguhnya
tidak benar sedangkan rangkaian kebohongan berupa ucapan atau

perkataan.

Menurut M. Sudrajat Bassar, penipuan adalah suatu bentuk berkicauan, “sifat
umum dari perbuatan berkicau itu adalah bahwa orang dibuat keliru, dan oleh
karena itu ia rela menyerahkan barangnya atau uangnya”.®’ Bagian inti delik

(delicts bestanddelen) penipuan ialah:

a. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain,

b. Secara melawan hukum,

c. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau
dengan rangkaian perkataan bohong,

d. Menggerakkan orang lain,

*'SudrajatBassar. Tindak — Tindak Pidana Dalam KUHP. CV. RemajaKarya. Jakarta. 1986. him.
81
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e. Untuk menyerahkan suatu barang kepadanya atau untuk memberi utang atau

menghapus piutang.*®

Menurut Cleiren, delik penipuan adalah delik dengan adanya akibat
(gevolgsedelicten) dan delik berbuat (gedragsdelicten) atau delik komisi.*®
Pengertian penipuan sesuai pendapat tersebut di atas tampak jelas bahwa yang
dimaksud dengan penipuan adalah tipu muslihat atau serangkaian perkataan
bohong sehingga seseorang merasa terpedaya karena omongan yang seakan-akan
benar. Biasanya seseorang yang melakukan penipuan, adalah menerangkan
sesuatu yang seolah-olah betul atau terjadi, tetapi sesungguhnya perkataannya itu
adalah tidak sesuai dengan kenyataannya, karena tujuannya hanya untuk
meyakinkan orang yang menjadi sasaran agar diakui keinginannya, sedangkan
menggunakan nama palsu supaya yang bersangkutan tidak diketahui identitasnya,
begitu pula dengan menggunakan kedudukan palsu agar orang yakin akan
perkataannya. Penipuan sendiri dikalangan masyarakat merupakan perbuatan yang
sangat tercela namun jarang dari pelaku tindak kejahatan tersebut tidak dilaporkan
kepihak kepolisian.Penipuan yang bersifat kecil-kecilan dimana korban tidak
melaporkannya membuat pelaku penipuan terus mengembangkan aksinya yang
pada akhirnya pelaku penipuan tersebut menjadi pelaku penipuan yang berskala

besar.

D. Penggelapan

Penggelapan merupakan suatu tindakan tidak jujur dengan menyembunyikan

barang/harta orang lain oleh satu orang atau lebih tanpa sepengetahuan pemilik

8 Andi Hamzah. Asas-AsasHukumPidana, PT. RinekaCipta, Jakarta. 2008. him. 110
“Ibid, him. 112
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barang dengan tujuan untuk mengalih-milik (pencurian), menguasai, atau

digunakan untuk tujuan lain.

Penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHP adalah barang siapa
dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya
atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya
bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara
paling lama empat tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

Berdasarkan rumusan tersebut, kejahatan berupa penggelapan terdiri dari unsur

subyektif dan unsur objektif yaitu:

1. Unsur subjektif
a. Barang siapa
Barangsiapa adalah orang yang melakukan perbuatan penipuan, yang
mana perbuatan dan orang yang melakukan tindak pidana penipuan itu

dapat dipertanggung jawabkan.

b. Dengan sengaja

Unsur dengan sengaja dapat dibuktikan dengan:

1) Menghendaki atau bermaksud untuk menguasai suatu benda secara
melawan hukum, suatu perbuatan yang bertentangan dengan
kewajiban hukumnya atau bertentangan dengan hak orang lain.

2) Mengetahui bahwa yang ia kuasai adalah sebuah benda.

3) Mengetahui bahwa sebagian atau seluruh benda yang ingin

dikuasainya adalah milik orang lain.

%9 A.F Lamintang dan Theo Lamintang.Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan cetakan ke-2. Sinar
Grafika. Bandung. 2013. him 114
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4) Mengetahui bahwa benda tersebut ada padanya bukan karena

kejahatan.

c. Melawan Hukum
Melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum tertulis.Dalam
hubungannya dengan unsur kesengajaan, penting untuk diketahui bahwa
kesengajaan pelaku juga harus ditunjukkan pada unsur melawan hukum

ini.

2. Unsur Objektif
a. Mengaku sebagai milik sendiri

Adami Chazawi, perbuatan memiliki adalah berupa perbuatan menguasai
suatu benda seolah-olah ia pemilik benda itu. Dengan pengertian ini
dapat diterangkan demikian, bahwa pelaku dengan melakukan perbuatan
memiliki atas suatu benda yang berada dalam kekuasaannya adalah ia
melakukan perbuatan sebagaimana pemilik melakukan perbuatan pidana
penggelapan, unsur ini mempunyai kedudukan yang berbeda dengan
unsur yang sama dalam tindak pidana pencurian sekalipun dengan
pengertian yang sama.™

Perbuatan menguasai  tersebut harus sudah terlaksana atau
selesai.Penguasaan tersebut harus bertentangan dengan sifat dari hak

dengan mana benda itu dapat berada dibawah kekuasaannya.

5! Adami Chazawi. Kejahatan Terhadap Harta Benda. Bayu Media. Malang. 2006. him 72
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b. Suatu benda
Perbuatan dalam penggelapan dapat dilakukan secara langsung tanpa
harus melakukan perbuatan lain terlebih dahulu pada benda yang

berwujud dan benda bergerak.

c. Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain
Seseorang dapat dikatakan menggelapkan apabila baik sebagian atau
seluruhnya itu merupakan milik orang lain, bukan dirinya sendiri atau

milik usaha bersama dengan orang lain.

d. Berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan
Tindak pidana penggelapan memiliki unsur kesengajaan untuk
menguasai suatu benda yang sebagian atau seluruhnya adalah milik orang
lain atas dasar dipinjamkan, dititipkan, disewakan, dipercayakan

dijaminkan, dan sebagainya.

E. ldentitas Palsu

Menurut R. Soesilodalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana (KUHP).Serta komentar-komentarnya lengakap pasal demi dasal,

kejahatan ini dinamakan “penipuan”. Penipu itu kerjaannya :**

1. Membujuk orang supaya memberikan barang, membuat utang atau
menghapuskan utang.
2. Maksud pembujukan itu ialah: hendak menguntungkan diri sendiri atau orang

lain dengan melawan hak.

52 R. Soesilo.Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).hIm.26
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3. Membujuk itu dengan memakai:
a. Nama palsu atau keadaan palsu.
b. Akal cerdik (tipu muslihat).

c. Karangan perkataan bohong.

R.Soesilomengatakan berpendapat bahwa yang dimaksud dengan nama palsu
yaitu nama yang bukan namanya sendiri. Nama “Saimin” dikatakan “Zaimin” itu
bukan menyebut nama palsu, akan tetapi kalau ditulis itu sebagai menyebut nama

palsu.

Dari uraian unsur-unsur pasal diatas dapat diketahui bahwa tindakan memakai
nama palsu dan membujuk orang supaya memberikan barang, membuat utang
atau menghapus piutang untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan
melawan hak dikategorikan sebagai tindak pidana penipuan. Jadi, pelaku yang
memakai nama palsu dengan jalan melakukan tindakan-tindakan diatas diancam

karena penipuan dengan pidana paling lama empat tahun.
F. Media Sosial

Pesatnya perkembangan media sosial Kkini dikarenakan semua orang biasa
memiliki media sendiri. Jika untuk memiliki media tradisioanal seperti televisi,
radio, atau koran dibutuhkan modal yang besar dan tenaga kerja yang banyak,
maka hal lainya dengan media. Seorang pengguna media sosial bisa mengakses
menggunakan media sosial dengan jaringan internet bahkan yang aksesnya
lambat sekalipun, tanpa biaya besar, tanpa alat mahal, dan dilakukan sendiri tanpa

karyawan. pengguan media sosial dengan bebas mengedit, menambahkan,

53| bid.hIm.261
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memodifikasikan, baik tulisan maupun gambar, video, grafis, dan berbagai model

content lainya.**

Istilah lain media sosial adalah “jejaring sosial” (social network), yakni jaringan
dan jalinan hubungan secara online di internet karenanya menurut wikipedia,
media sosial adalah sebuah media online, dengan mudah berpartisipasi, berbagi
(sharing), dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum, dan
dunia virtual. Maka sosial media adalah sebuah media untuk bersosialisasi satu
sama lain dan dilakukan secara online yang memungkinkan manusia untuk saling

berinteraksi tanpa dibatasi ruang dan waktu.

G. Penyebab Terjadinya Kejahatan

Menurut kriminologi faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan bermacam-
macam, seperti faktor biologi (biologi kriminal), faktor psikologis dan psikiatris
(psikologi kriminal) dan faktor-faktor sosial kultural (sosiologi kriminal), untuk
mencari sebab-sebab seseorang melakukan kejahatan maka ada beberapa teori

yang dapat digunakan, yaitu :*°

1. Teori kriminologi dari Persfektif Biologicriminal
Usaha mencari sebab-sebab kejahatan dari ciri-ciri biologis dipelopori oleh
ahli-ahli frenologi, seperti Gall dan Spuzheim yang mencoba mencari

hubungan antara bentuk tengkorak kepala dengan tingkah laku manusia.

>* Laden Marpaung, Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya, Sinar Grafika,
Jakarta:2008.him 20
%5 Soerjono Dirjosisworo.1984.Ruang Lingkup Kriminologi.Armico.Bandung.him.132
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Ajaran ini berdasarkan pendapat Aristoteles yang menyatakan bahwa otak

merupakan organ dari akal.

Cesare Lombroso, seorang dokter ahli Kedokteran Kehakiman merupakan

tokoh penting dari teori ini, mengemukakan ajarannya sebagai berikut :

a. Penjahat adalah orang yang mempunyai bakat jahat.

b. Bakat jahat tersebut diperoleh karena kelahiran atau diperoleh dari nenek
moyang (borne criminal).

c. Bakat jahat tersebut dapat dilihat dari ciri-ciri biologis tertentu, seperti
muka yang tidak simetris, bibir tebal, hidung pesek dan lain lain

d. Bahwa bakat jahat tersebut tidak dapat diubah, artinya bakat jahat tersebut

tidak dapat dipengaruhi.

Menurut Lombroso, manusia pertama adalah penjahat semenjak lahirnya, ia
menyatakan bahwa laki-laki adalah pembunuh, pencuri dan pemerkosa,
sedangkan wanita adalah pelacur. Karena peranan sejarah yang sifatnya tidak
selektif dan korektif, maka kemudian mereka kehilangan sifat biadabnya dan
memperoleh sifat beradab, sehingga masyarakat modern adalah masyarakat

yang tidak jahat tetapi ada penjahat.

Karl Cristiansen dan Sanoff A. Mednick melakukan suatu studi terhadap 3.586
pasangan kembar disuatu kawasan Denmark yang dikaitkan dengan kejahatan
serius. Dan mereka menemukan bahwa pada identical twins (kembar yang
dihasilkan dalam suatu telur yang dibuahi yang membelah menjadi dua embrio)
jika pasangan melakukan kejahatan, maka 500 % pasangannya juga

melakukan.
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Secara umum ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya sebuah
kejahatan.Pertama adalah faktor yang berasal atau terdapat dalam diri si pelaku
yang maksudnya bahwa yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan
sebuah kejahatan itu timbul dari dalam diri si pelaku itu sendiri yang didasari
oleh faktor keturunan dan kejiwaan (penyakit jiwa).Faktor yang kedua adalah

faktor yang berasal atau terdapat di luar diri pribadi si pelaku.

2. Teori Kriminologis Presfektif Psikologi
Psikologi kriminal adalah mempelajari ciri-ciri dari para pelaku kejahatan
yang “sehat”, artinya sehat dalam pengertian psikologi. Mengingat konsep
tentang jiwa yang sehat sangat sulit dirumuskan dan kalaupun ada maka
perumusannya sangat luas, sehingga dalam penulisan ini akan mengemukakan
bentuk-bentuk gangguan mental, khususnya yang sering muncul pada kasus-

kasus kejahatan antara lain :

a. Teori Psikoanalisis
Teori Psikoanalisis tentang kriminalis menghubungkan delinquent dan
prilaku criminal dengan suatu ‘conscience’ (hati nurani) yang baik, dia
begitu kuat sehingga menimbulkan perasaan bersalah atau lemah sehingga
tidak dapat mengontrol dorongan-dorongan dirinya bagi suatu kebutuhan
yang harus dipenuhi segera. Sigmund Freud (1856-1939), penemu dari
psychoanalysis, berpendapat bahwa kriminalitas mungkin, hasil dari “an
overactive consience” yang menghasilkan perasaan yang bersalah yang

tidak tertahankan untuk melakukan kejahatan dengan tujuan ditangkap
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dan dihukum. Begitu dihukum maka perasaan bersalah mereka akan

mereda.

b. Kekacauan mental (mental disorder)
Mental disorder yang sebagaian besar dialami oleh penghuni lembaga
pemasyarakatan, oleh philipe pinal seorang dokter prancis sebagai manie
sans delire atau oleh dokter inggris bernama James C. Prichard sebagai
“moral incanity” dan oleh Gina Lomborso sebagai “irresistble atavistic
inpluses”. Pada dewasa ini penyakit mental ini disebut sebagai suatu
kepribadian yang ditandai oleh suatu ketidak mempuan belajar dari
pengalaman, kurang ramah, bersifat cuek, dan tidak pernah merasa

bersalah.

c. Pengembangan Moral (Developmen Theory)
Lawrence Kohlberg menemukan bahwa pemikiran moral tumbuh dalam
tahap preconventional satage atau tahap pra konvensional, dimana aturan
moral dan nilai nilai moral tersebut terdiri atas “lakukan” dan “jangan

lakukan” untuk menghindari hukuman.

d. Pembelajaran Sosial (sosial Learning Theory)
Teori pembelajaran sosial ini berpendirian bahwa prilaku dipelajari
melalui proses psikologis yang sama sebagaimanapun semua prilaku non-

deliquen. Tingkah laku dipelajari jika ia diperkuat.
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3. Teori Penyebab Kejahatan dari Prespektif Sosiologis
a. Teori — teori Anomie Ahli sosiologi Perancis Emile Durkheim (1858 —
1917). Menekan kan pada “normaleses, lessens control” yang berarti pada
mengendornya pengawasan dan pengendalian sosial yang mempengaruhi
terhadap terjadinya kemerosotan moral, yang menyebabkan individu

Teori Penyimpangan Budaya (Cultural Deviance Theoris)

b. Teori penyimpangan budaya terbentuk antara 1925 dan 1940. Teori ini
memusatkan perhatian kepada kekuatan kekuatan sosial yang
menyebabkan orang melakukan kejahatan kriminal. Sukar menyesuaikan
diri dalam perubahan norma, bahkan kerapkali terjadi konflik norma

dalam pegaulan.

c. Teori kontrol sosial (control social theory) Teori ini merujuk pada setiap
perspektif yang membahas ikhwal pengendalian tingkah laku manusia.
Sementara itu, pengertian teori kontrol sosial merujuk pada pembahasan
deliquency dan kejahatan yang dikaitkan dengan variabel yang bersifat

sosiologis.

H. Upaya Penanggulangan Kejahaatan

Kejahatan selalu ada dalam masyarakat sebagai akibat dari kehidupan bersama.
Oleh sebab itu para ahli hukum selalu berusaha mencari jalan keluar untuk
menanggulangi kejahatan tersebut. Penanggulangan kejahatan Empirik terdiri atas

tiga bagian pokok, yaitu® :

*® A.S. Alam, Pengantar Kriminologi, Makassar: Refleks, 2010, hlm. 79-80
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1. Pre-Emtif
Pre-Emtif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian
untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam
penanggulangan kejahatan secara pre-entif adalah menanamkan nilai-nilai atau
norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam
diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk makukan pelanggaran atau
kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan
terjadi kejahatan. Jadi dalam usaha pre-entif faktor niat menjadi hilang

meskipun ada kesempatan.

2. Preventif
Penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah
terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali mencegah kejahatan
lebih baik daripada mencoba untuk mendidik penjahat menjadi lebih baik
kembali. Sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu usaha-usaha
memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi
kejahatan ulang. Sangat beralasan bila upaya preventif diutamakan karena
upaya preventif dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa suatu keahlian khusus

dan ekonomis.

Bernest dan Teelers menunjukan beberapa cara untuk menanggulangi
kejahatan yakni:*’
1. Menyadari bahwa akan adanya  kebutuhan-kebutuhan  untuk

mengembangkan dorongan-dorongan sosial atau tekanan sosial dan tekanan

%" Romli Atmasasmita, Teori dan Kapita Selekta Kriminologi.Bandung : PT Eresco. 1992, him. 66.
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ekonomi yang dapat mempengaruhi tingkah laku sesorang kearah
perbuatan jahat.

2. Memusatkan perhatian kepada individu-individu yang menunjukan
potensialitas kriminal atau sosial, sekalipun potensialitas tersebut
disebabkan gangguan-gangguan biologis dan psikologis atau kurang
mendapat kesempatan sosial ekonomi yang cukup baik sehingga dapat

merupakan suatu kesatuan yang harmonis.

Dari pendapat Bernest dan Teeters tersebut di atas tampak bahwa kejahatan
dapat ditanggulangi apabila keadaan ekonomi atau keadaan lingkungan sosial
yang mempengaruhi seseorang kearah tingkah laku kriminal dapat
dikembalikan pada keadaan baik. Dengan kata lain perbaikan keadaan ekonomi
mutlak dilakukan. Upaya-upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut
dari upaya Pre-Emtif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya
kejahatan. Dalam upaya preventif ini yang ditekankan adalah menghilangkan

kesempatan untuk melakukan kejahatan.

3. Represif
Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana atau kejahatan yang
tindakannya berupa penegakan hukum (law enforcemenet) dengan
menjatuhkan hukuman. Penaggulangan dengan upaya represif dimaksudkan
untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta
memperbaikinya kembali agar sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya
merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat,

sehingga tidak akan mengulanginya dan orang lain tidak akan melakukannya
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mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat. Dalam membahas
sistem represif, tentunya tidak terlepas dari sistem peradilan pidana Indonesia,
yang didalamnya terdapat lima sub sistem yaitu sistem kehakiman, kejaksaan,
kepolisian, pemasyarakatan dan kepengacaraan yang merupakan suatu

keseluruhan yang terangkai dan berhubungan secara fungsional.®

Tingkah laku manusia yang jahat, immoral dan anti sosial itu banyak
menimbulkan reaksi kejengkelan dan kemarahan dikalangan masyarakat, dan jelas
sangat merugikan umum. Karena itu, kejahatan tersebut harus diberantas, atau
tidak boleh dibiarkan berkembang, demi ketertiban, keamanan dan keselamatan
masyarakat.Maka warga masyarakat secara keseluruhan, bersamasama dengan
lembaga-lembaga yang resmi yang berwenang seperti kepolisian kejaksaan,
pengadilan, lembaga masyarakat, dan lain-lain termasuk wajib menanggulangi
kegiatan sejauh mungkin.>

Menurut A.S. Alam untuk menyebut sesuatu perbuatan sebagai kejahatan ada
tujuh unsur pokok yang saling berkaitan yang harus dipenuhi. Ketujuh unsur

tersebut adalah :°

1. Ada perbuatan yang menimbulkan kerugian;

2. Kerugian tersebut telah diatur didalam KUHPidana;

3. Harus ada perbuatan;

4. Harus ada maksud jahat;

5. Ada peleburan antara maksud jahat dan perbuatan jahat;

6. Harus ada perbauran antara kerugian yang telah diatur didalam KUHPidana
dengan perbuatan;

7. Harus ada sanksi pidana yang mengancam perbuatan tersebut;

>% Abdul Syani, Sosiologi Kriminologi, Makassar : Pustaka Refleksi, 1987, him. 137.
% Waluyo, Bambang. Pidana dan Pemidanaan. Sinar Grafika. Jakarta 2004.
%9A.S. Alam. Pengantar Kriminologi, Pustaka Refleksi., Makassar, 2010. him. 18-19
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Kemudian upaya penanggulangan kejahatan yang sebaik-bainya harus memenuhi

persyaratan sebagai berikut:

[EEN

. Sistem dan operasi kepolisian yang baik.

2. Peradilan yang efektif.

3. Hukum dan perundang-undangan yang berwibawa.

4. Koordinasi antar penegak hukum dan aparatur pemerintah yang serasi.
5. Partisipasi masyarakat dalam penanggulangan kejahatan.

6. Pengawasan dan kesiagaan terhadap kemungkinan timbulnya kejahatan.

7. Pembinaan organisasi kemasyarakat



111.METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada
metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari
satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya.®
Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis
normatif dan yuridis empiris, yaitu®® :
1. Pendekatan yuridis normatif
Suatu pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari dan menelaah
konsep-konsep dan teori-teori serta peraturan-peraturan secara

kepustakaan yang berkaitan dengan pokok bahasan penulisan skripsi ini.

2. Pendekatan Yuridis Empiris
Pendekatan yang dilakukan untuk mempelajari hukum dalam kenyataan

yang ada khususnya dalam penangguhan penahanan.

B. Sumber dan Jenis Data

Jenis data dilihat dari sumbernya, dapat dibedakan antara data yang akandiperoleh

langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka.®*Sumber

%150erjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum. Rineka Cipta. Jakarta. 1986. him 43
®Ibid. him 55
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data yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini berupa data primerdan data

sekunder.
1. Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari sumber pertamasecara langsung dari hasil
penelitian lapangan, baik melalui pengamatan dan wawancara dengan para
responden, dalam hal ini adalah pihak-pihak yangberhubungan langsung dengan

masalah penulisan skripsi ini.**
2. Data Sekunder

Data sekunder vyaitu data yang diperolen dengan menelusuri literatur-
literaurmaupun peraturan-peraturan dan norma-norma yang berhubungan dengan
masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini. Pada umumnya data sekunder dalam

keadaan siap terbuat dan dapat dipergunakan dengan segera.®®
Datasekunder dalam penulisan skripsi ini terdiri dari:

a. Bahan hukum primer, vyaitu bahan-bahan hukum yang memiliki
kekuatanhukum yang mengikat, antara lain :
1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana (KUHAP);
2) PP No.27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum
Acara Pidana;
3) PP No0.58 Tahun 2010 tentang perubahan atas PP No.27 Tahun 1983

tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

% Abdulkadir Muhammad. Metode Penelitian Hukum. Sinar Grafika. Jakarta: 2004. him.168.
% Amirudin,Pengantar Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta,2004,him.30
% Soerjono Soekanto,Op.Cit,him.12.
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4) PP No0.92 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas PP No.27 Tahun
1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

5) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara

Republik Indonesia.

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang berhubungan dengan
bahanhukum primer dan dapat ,membantu menganalisa dan memahami
bahanhukum primer, antara lain buku-buku literatur, hasil penelitian,

peraturanpelaksana dan lain-lainnya yang dapat mendukung penulisan ini.

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang berguna sebagai
petunjuk,penjelasan atau informasi tentang bahan hukum primer dan bahan
hokum sekunder antara lain artikel, makalah-makalah, kamus dan bahan-
bahan lainyang sifatnya ilmiah yang berkaitan dengan masalah yang akan

dibahasdalam skripsi ini serta penulusuran website.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah seseorang yang dapat memberikan petunjuk mengenai gejala-
gejala dan kondisi yang berkaitan dengan sesuatu peristiwa. Pada tahap ini
menggunakan daftar pernyataan yang bersifat terbuka dimana dilakukan terhadap

pihak-pihak yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini antara lain:

1. Penyidik kepolisian Polres Kota Salatiga : 1 orang
2. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila : 1 orang
3. Pelaku Tindak Pidana Penipuan dan penggelapan : 1 orang

+

Jumlah : 3 orang
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D. Prosedur Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulandataguna penelitian skripsi ini peneliti menggunakan 2macam

prosedur pengumpulan datayaitu:

a. Studi Pustaka
Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data yang bersumber
daridokumentasi yang berhubungan dengan masalah yang sedang dibahas,
yangberhubungan dengan informasi yang dikehendaki oleh peneliti.Data
atauinformasi yang dilakukan untuk memperoleh data sekunder,
pengumpulan datasekunder adalah terlebih menerima sumber pustaka,
buku-buku, peraturanperundang-undangan dan lain-lain yang berkaitan
dengan permasalahan.Hal ini dilakukan dengan cara membaca, mengutip
dan mengidentifikasi datayang sesuai dengan pokok bahasan dan ruang

lingkup penelitian ini.

b. Studi Lapangan
Dilakukan dengan maksud untuk memperoleh data primer dengan
menggunakan metode wawancara yaitu sebagai usaha mengumpulkan
data dengan mengajukanpertanyaan secara lisan, maupun menggunakan

pedoman pertanyaan secara tertulis.

2. Metode Pengolahan Data
Setelah data sekunder dan data primer diperoleh kemudian dilakukan

pengolahan data dengan langkah-langkah sebagai berikut:
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a. ldentifikasi Data
Mencari data yang diperoleh untuk disesuaikan dengan pembahasan yang
akan dilakukan dengan menelaah peraturan-peraturan, buku atau artikel
yang berkaitan dengan judul dan permasalahan.

b. Kilasifikasi Data
Klasifikasi data yaitu memilah-memilah atau menggolongkan data yang
diperoleh baik dengan studi pustaka maupun hasilwawancara.

c. Sistematisasi Data
Sistematika data yaitu menempatkan data sesuai dengan pokok bahasan

yang telah ditetapkan secara praktis dan sistematis.

E. Analisis Data

Data yang diperoleh dari penelitian ini dianalisis dengan menggunakan analisis
kualitatif, yaitu menggambarkan kenyataan-kenyataan yang ada berdasarkan hasil
penelitian dengan menguraikan secara sistematis untuk memperoleh kejelasan dan
memudahkan pembahasan.Selanjutnya berdasarkan hasil analisis data tersebut
kemudian ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode induktif, yaitu suatu
metode penarik data yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat khusus untuk
kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum guna menjawab permasalahan

berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis.



V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan terhadap hasil penelitian mengenai permasalahan yang
diajukan dalam skripsi ini, sebagai penutup skripsi ini penulis menarik

kesimpulan sebagai berikut :

1. Faktor-Faktor yang menjadi penyebab pelaku melakukan kejahatan penipuan
dan penggelapan dengan pelaku menggunakan identitas palsu melalui media
sosial berdasarkan penelitian yang telah dilakukan penulis, dapat digolongkan
menjadi dua yaitu faktor dari dalam (intern) yaitu : faktor iseng atau coba-coba
dan faktor pendidikan. Faktor dari luar (ekstern) yaitu : faktor ekonomi,
faktor agama, faktor lingkungan, faktor perkembangan global dan faktor

penegakkan hukum.

2. Upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resor Salatiga untuk
mencegah dan menanggulangi kejahatan penipuan dan penggelapan dengan
pelaku menggunakan identitas palsu melalui media sosial di Kota Salatiga
yaitu dengan melakukan upaya pre-emtif, upaya preventif dan upaya represif.
Upaya pre-emtif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak
kepolisian untuk mencegah terjadinya kejahatan. Upaya preventif adalah

merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emtif yang dimana masih dalam
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tataran pencegahan seperti melakukan kegiatan penyuluhan, pencegahan,
penegakan hukum, melakukan pendekatan, dor to dor system, program
berteman dan memberikan himbauan melalui media sosial sebelum terjadinya
kejahatan tersebut. Upaya represif adalah upaya yang dilakukan pada saat
telah terjadinya tindak pidana atau kejahatan yang tindakannya berupa

penyidikan, penindakan dan penerapan hukuman bagi pelaku kejahatan.

B. Saran

Beberapa saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Masyarakat dalam hal ini harus meningkatkan kewaspadaan kepada siapapun
dengan tidak mudah percaya pada segala macam bujuk rayu atau bentuk
ajakan kerjasama atau apapun itu, mengingat kejahatan penipuan dan

penggelapan kerap kali terjadi.

2. Pihak Kepolisian hendaknya lebih giat melakukan penyuluhan kepada
masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaannya kepada orang-orang sekitar
agar tidak mudah menjadi korban penipuan dan penggelapan. Dan menindak

tegas segala macam bentuk penipuan dan penggelapan yang sering kali terjadi.
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